DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISIV DPRRI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,

PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)

Tahun Sidang : 2014 -2015

Masa Sidang 2

Rapat . Ke-

Jenis Rapat . Rapat Kerja

Hari/Tanggal . Selasa, 10 Februari 2015

Sifat . Terbuka

Pukul : 10.20 WIB s.d 14.30 WIB

Tempat . Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),

Gedung Nusantara DPR Rl

Acara - 1. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK Rl Semester | Tahun 2014;

dan

2. Membahas program dan alokasi anggaran Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam
RAPBN-P Tahun 2015

Ketua Rapat . Ir. Fary Djemy Francis, M.MA

Sekretaris . Dra. Prima MB. Nuwa, Msi

Hadir Anggota : dari 54 orang Anggota Komisi V DPR R

Hadir Mitra . Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

PENDAHULUAN

Rapat dibuka pada pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka
untuk umum.

Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada hari ini untuk membahas Hasil
Pemeriksaan BPK RI Semester | Tahun 2014 atas Laporan Keuangan Tahun 2013 pada
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta membahas
alokasi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dalam RAPBN-P Tahun 2015

Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.

Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan
pertanyaan dan tanggapan.
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Il. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1.

Komisi V DPR Rl meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
untuk meningkatkan peran pengawas internal dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban di
bidang keuangan Negara dan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga temuan-temuan BPK yang serupa tidak terulang
kembali di kemudian hari, dan semua bidang yang menjadi tupoksi Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian
dari BPKRI.

Komisi V. DPR RI mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi untuk segera menyelesaikan beberapa rekomendasi BPK Rl dan menyampaikan
evaluasi kepada Komisi V DPR RI dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung
sejak hari ini.

Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Nota Keuangan Tahun
Anggaran 2015 dan Surat Menteri Keuangan No. S-876/MK.02/2014 Tanggal 24 Desember 2014
Tentang Alokasi Tambahan Anggaran Dalam RAPBN-P 2015, sebagai berikut:

Dalam ribu rupiah

TAMBAHAN

KEMENTERIAN/ APBN ANGGARAN TA 2015 RAPBN-P PAGU

LEMBAGA TA 2015 TA2015 | KeBUTUHAN | KEKURANGAN

RM PHLN

Kementerian Desa,

Pembangunan 6.452.985.131 | 475.010.000 6.927.995.131 | 17.327.995.131 | 10.400.000.000

Daerah Tertinggal

Dan Transmigrasi

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi menyetujui dan memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp 10,4 Triliun dalam
rapat pembahasan di Badan Anggaran dan ditetapkan dalam Rapat Komisi V DPR RI.

Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap alokasi anggaran untuk unit organisasi,
fungsi, dan program masing-masing Eselon | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 berdasarkan saran dan usulan Komisi V

DPR RI, dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.

ll. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.
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